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BUPATI BANTUL

PERATURAN  BUPATI BANTUL
NOMOR     01 B   TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 
DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa untuk  memberikan kejelasan dalam penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bantul, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bantul.

	
	
	

	Mengingat  :
	1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2008;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2008;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2008;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2008;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum   sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2008;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2008;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2008;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul   sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2008;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul   sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkhohol di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008;




MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
7. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan izin.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin. 
10. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar.
11. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Petugas lapangan adalah personal yang melaksanakan peninjauan lokasi berkaitan dengan pelayanan perizinan.
13. Perizinan tunggal adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan terhadap satu jenis izin.
14. Perizinan paralel adalah adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2


Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan secara cepat, mudah, sederhana dan terpadu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana dan terpadu
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, efisien, efektif, keseimbangan, profesional dan adil.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan tanggung jawab.
BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 6

(1) Perencanaan penyelenggaraan perizinan adalah suatu proses yang mengawali penyelenggaraan pelayanan perizinan secara keseluruhan.
(2) Perencanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi/kajian atas Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perizinan dan evaluasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan.
(3) Perencanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
BAB V
JENIS PERIZINAN

Pasal 7
(1) Pelayanan perizinan pada Dinas Perijinan meliputi 76 (tujuh Puluh Enam) jenis perizinan yaitu :
	a. 
	1. Izin Gangguan;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Penggunaan Los;
4. Izin Penggunaan Kios;

	1. 
	5. Izin Lokasi;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
10. Izin Usaha Industri (IUI);
11. Izin Perluasan Industri (IPI);
12. Izin Usaha Hotel Bintang;
13. Izin Usaha Hotel Melati;
14. Izin Usaha Penginapan;
15. Izin Usaha Penginapan Remaja;
16. Izin Usaha Pondok Wisata;
17. Izin Usaha Taman Rekreasi;
18. Izin Usaha Gelanggang Renang;
19. Izin Usaha Pemandian Alam;
20. Izin Usaha Padang Golf;
21. Izin Usaha Kolam Renang;
22. Izin Usaha Pemancingan;
23. Izin Usaha Gelanggang Permainan & Ketangkasan;
24. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding/bowling;
25. Izin Usaha Rumah Bilyar;
26. Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe;
27. Izin Usaha Bioskop;
28. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga;
29. Izin Usaha Diskotik;
30. Izin Usaha Panti Pijat;
31. Izin Usaha Mandi Uap;
32. Izin Usaha Salon Rias & Rias Pengantin;
33. Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran;
34. Izin Usaha Teater/ Panggung Terbuka;
35. Izin Usaha Teater Terbuka;
36. Izin Usaha Dunia Fantasi;
37. Izin Usaha Teater Satwa & Pentas Pertunjukan Satwa;
38. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta & Rekreasi Air;
39. Izin Usaha Pusat Kebugaran / Health Center;
40. Izin Usaha Pertunjukan Temporer;
41. Izin Usaha Bazar;
42. Izin Usaha Restoran;
43. Izin Usaha Rumah Makan;
44. Izin Usaha Jasa Boga;
45. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
46. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata;
47. Izin Usaha Pramuwisata;
48. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
49. Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
50. Izin Usaha Jasa Konvensi  Perjalanan Insentif & Pameran;
51. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
52. Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi;
53. Izin Usaha Angkutan;
54. Izin Trayek;
55. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
56. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
57. Surat Izin Kerja Perawat (SIK Perawat);
58. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK Perawat Gigi);
59. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
60. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Umum;
61. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum;
62. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
63. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
64. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
65. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;
66. Izin Pendirian BKIA;
67. Izin Penyelenggaraan BKIA;
68. Izin Pendirian Rumah Bersalin;
69. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
70. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
71. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
72. Izin Penyelenggaraan Apotek;
73. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
74. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum;
75. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
76. Izin Penyelenggaraan BKLN (Bursa Kerja Luar Negeri).

	(2) Pelayanan non perizinan di Dinas Perijinan meliputi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Tanda Daftar Gudang (TDG);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
(3) Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

1. Izin Penelitian oleh Bappeda;
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh Kantor Pertanahan;
3. Izin Praktek Dokter oleh Dinas Kesehatan;
4.   Izin Reklame oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


BAB VI

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DINAS PERIJINAN
Pasal 8

(1) Penyelenggaraan perizinan adalah suatu proses yang dimulai dari penerimaan berkas permohonan izin dari pemohon sampai dengan diterbitkannya izin, ditolaknya permohonan izin atau pencabutan izin oleh Dinas Perijinan,
(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan setiap hari kerja yaitu :
a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB; dan 
c. Hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
(3) Pemberian, penolakan, dan pencabutan izin sebagaimana diatur pada ayat (1)  dilakukan oleh Kepala Dinas.
BAB  VII
	TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

	Bagian  Kesatu
Bentuk Pelayanan Perizinan
Pasal 9


 (1)  Pelayanan Perizinan secara administrasi dibedakan dalam bentuk :
a. Perizinan secara tunggal;
b. Perizinan secara paralel;
 (2) Bentuk dan format/formulir  pemberian izin berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Paragraf 1

Perizinan Tunggal 

Pasal 10
(1) Perizinan secara tunggal adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
(2) Persyaratan, jangka waktu penyelenggaraan izin tunggal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Bagan Prosedur Pelayanan Perijinan tunggal sebagaimana tersebut dalam lampiran II   Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2

Perizinan Paralel

Pasal 11

(1) Perizinan secara paralel adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara terpadu bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Jenis izin, persyaratan, jangka waktu penyelenggaraan perizinan paralel sebagaimana tersebut dalam Lampiran III  Peraturan Bupati ini.

(3) Bagan Prosedur Pelayanan Perizinan Paralel sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Biaya

Pasal 12
Besarnya biaya untuk masing-masing jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua

Penerimaan Berkas Permohonan Izin
Pasal 13
(1) Permohonan izin yang memerlukan pengesahan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak disahkan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.
(2) Petugas penerima berkas setelah menerima berkas permohonan mengadakan penelitian secara administratif.
(3) Apabila berkas permohonan izin yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka petugas penerima berkas mengembalikan kepada pemohon.
Pasal  14
Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, petugas penerima berkas memberikan informasi tanggal peninjauan lokasi untuk permohonan izin yang dipandang perlu ada peninjauan lokasi dan tanggal pengambilan izin.

Bagian Ketiga
Peninjauan Lokasi



Pasal 15
(1) Peninjauan lokasi oleh petugas lapangan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Hasil peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas lapangan  yang melaksanakan tugas  sebagai dasar penetapan diterbitkannya atau ditolaknya  permohonan izin. 
(3) Apabila setelah peninjauan lokasi ternyata terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dan kenyataan di lapangan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Perijinan menolak dengan memanggil atau memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk mengambil berkas permohonan izinnya.

Bagian Keempat

Pengkajian dan Penetapan Izin

Pasal 16
(1) Berita acara yang telah ditandatangani petugas lapangan dikaji secara koordinatif oleh tim kajian teknis.
(2) Apabila berkas permohonan izin memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku  dan hasil peninjauan lokasi menyatakan layak maka dapat diterbitkan dokumen perizinannya.
(3) Apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan izin ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
(4) Terhadap berkas permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pemohon diberikan tanda bukti pengembalian berkas.
BAB VIII
REKOMENDASI

Bagian Pertama
Koordinasi Pelayanan Perizinan
Pasal 17

(1) Dinas Perijinan dan instansi teknis sebelum menetapkan izin dapat melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada instansi terkait.
(2) Koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendapatkan saran atau pertimbangan diterbitkannya atau ditolaknya izin.

Bagian Kedua

Rekomendasi dari Instansi Teknis

Pasal 18

(1) Permohonan izin yang memerlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan adalah:

1. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Umum;
2. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum;
3. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
4. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
5. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
6. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
7. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
8. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
9. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
10. Izin Penyelenggaraan Apotek;
11. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;
12. Izin Pendirian BKIA;
13. Izin Penyelenggaraan BKIA;
14. Izin Pendirian Rumah Bersalin;
15. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
16. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
17. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
18. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
19. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum;
20. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
21. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus; dan
22. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus.
(2) Permohonan izin yang memerlukan rekomendasi dari Kantor Pertanahan  adalah  izin lokasi
Bagian ketiga

Tata Cara Rekomendasi

Pasal 19
(1) Pemberian rekomendasi dari instansi teknis terkait terhadap  permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat administrasi yang dinyatakan lengkap dan benar oleh Dinas Perijinan.
(2) Apabila pemberian rekomendasi oleh instansi teknis melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, untuk Instansi Teknis dianggap menyetujui dan segala konsekuensi pembinaan pada Instansi Teknis tersebut.

(3) Jangka waktu  untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) termasuk bagian waktu pemrosesan di Dinas Perijinan.
      BAB  IX
                               DUPLIKAT IZIN DAN PENGESAHAN SALINAN IZIN 
Bagian Kesatu 
Duplikat Izin

Pasal 20
(1) Untuk mendapatkan duplikat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy KTP  pemilik izin;
b. Surat kuasa dan foto copy KTP  yang diberi kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik izin);
c. Foto copy sertifikat/surat izin atau foto copy arsip sertifikat/surat izin dari instansi yang   mengeluarkan izin; dan
d.   Surat laporan kehilangan dari kepolisian.


(2) Untuk mendapatkan duplikat  izin yang  dipandang perlu dilakukan peninjauan lapangan, akan dilaksanakan peninjauan lapangan.
(3) Penerbitan duplikat izin selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja.
(4) Kewenangan penandatanganan duplikat izin ada pada Kepala Dinas.
(5) Biaya penerbitan duplikat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Bagan Mekanisme Pelayanan Duplikat Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua

Pengesahan Salinan Izin

Pasal 21
(1) Pengesahan salinan izin diterbitkan oleh Dinas Perijinan.
(2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin, pemohon melengkapai persyaratan sebagai berikut:

a.   Foto copy KTP  pemilik izin;
b. Surat kuasa dan foto copy KTP  yang diberi kuasa (apabila pemohon bukan pemilik izin); dan 

c. Sertifikat/Surat Izin atau duplikat izin

(3) Jangka waktu pengesahan salinan izin selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

(4) Kewenangan penandatanganan pengesahan salinan izin ada pada Sekretaris Dinas Perijinan.
(5) Proses pengesahan salinan izin tidak dipungut biaya.

(6) Bagan Mekanisme Pelayanan pengesahan salinan izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
Pasal 22
(1) Pengesahan izin untuk pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan di daerah diajukan secara tertulis ke Dinas Perijinan dengan melampirkan : 
a. foto copy SIUP perusahaan pusat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
b. foto copy akta notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
c. foto copy KTP penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan di tempat kedudukan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
d. foto copy TDP perusahaan kantor pusat; dan 
e. foto copy izin gangguan bagi kantor cabang/perwakilan perusahaan.
(2) Jangka waktu penyelesaian pengesahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) hari kerja apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar.
(3) Kewenangan pengesahan izin untuk pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan di daerah ada pada Kepala Dinas.

(4) Biaya pengesahan izin untuk pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
Bagian Kesatu

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23
(1) Instansi teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas masyarakat dan dunia usaha.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktifitas masyarakat dan dunia usaha yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi teknis dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan/atau lembaga teknis terkait lainnya.
Pasal 24
(1) Pengawasan dan Pengendalian  terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dilaksanakan instansi teknis yang berwenang. 

(2) Pengawasan dan Pengendalian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat dilaksanakan dengan mencermati laporan dan kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi/institusi terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana disebut pada ayat (2) berupa penyampaian tembusan sertifikat/surat izin dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian.
 Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat
Pasal 25
1. Pengaduan masyarakat terkait dengan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, dilengkapi dengan identitas pengadu 
2. Pengaduan secara lisan  melalui telepon  nomor  0274 - 367509 pesawat 312 dan datang langsung ke Dinas Perijinan 

3. Pengaduan secara tertulis melalui surat dan e-mail  dinasperijinankabupatenbantul@ymail.com dan perijinan@bantulkab.go.id, dan SMS Centre  Kabupaten Bantul nomor :  081328848000    
Pasal 26
(1) Penyelesaian pengaduan  dilaksanakan dengan koordinasi internal dan atau koordinasi eksternal. 

(2) Apabila dipandang perlu, penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan peninjauan lapangan.
(3) Pemberian jawaban atau penjelasan terhadap  pengaduan yang disampaikan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan cara penyampaian pengaduan, diselesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari  kerja.
BAB XI
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 27
Pembatalan dan Pencabutan izin dilakukan apabila :

1. pemohon / pemilik izin tidak memenuhi ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku maupun ketentuan yang tercantum dalam dokumen izin. 
2. ada permohonan / rekomendasi dari dinas / instansi  terkait.  
3. penutupan usaha atas inisiatif pelaku usaha yang diikuti dengan pencabutan izin, dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. surat penyataan (bermaterai cukup) penutupan usaha bagi perusahaan perorangan dengan alasan yang jelas;
b. akta penutupan dan atau pembubaran perusahaan bagi yang berbadan hukum/badan usaha;
c. semua izin yang dimiliki oleh perusahaan dikembalikan; dan
d. apabila izin yang asli hilang wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
BAB XII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 28
Dinas Perijinan menggunakan sistem informasi manajemen perizinan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan
Pasal 29
(1) Sistem informasi manajemen perizinan digunakan sebagai informasi pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
(2) Melalui sistem informasi manajemen perizinan masyarakat dapat mengetahui jenis pelayanan dan persyaratan, mekanisme, penelurusan posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta download formulir permohonan.

(3) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XIII
KETENTUAN  PERALIHAN

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN  PENUTUP
Pasal  31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
       Ditetapkan di  Bantul
       pada tanggal  10 Januari  2009         
             BUPATI BANTUL,
             M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor
 :  02 A  TAHUN 2009
Tanggal:  10 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO 
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